
 
 

 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

 
NOMOR 56 TAHUN 2020 

 

TENTANG 
 

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

 

 
Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat 

diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; 

 
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat 

ketat dan terbatas; 
 

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon 

Informasi Publik badan publik wajib membuat 
pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang 

diambil; 
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka 
perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi 

Informasi yang Dikecualikan. 
    

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Nergara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1649); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20018 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 
 
 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 



 
 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5149); 
 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 
 

  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia       

Nomor 429); 
 

  9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali 

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali 

Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Bali Nomor 5); 
 

  10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10  
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali 
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Bali Nomor 80); 
 

  11. 
 

 
 

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12  
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 
Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 12); 

  12. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah 

Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 14); 
 

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 54 Tahun 2020. 

 
 
 

 
 

 



 
 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran     

Nomor 56 Tahun 2020 ini merupakan Informasi yang 
Dikecualikan  
 

KEDUA  Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 54 Tahun 2020 
yang tercantum dalam lampiran Nomor 56 Tahun 2020 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini  

 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

   

   

  Ditetapkan di Bali 

pada tanggal 30 Juli 2020 
   

  PEJABAT PENGELOLA INORMASI DAN 

DOKUMENTASI  
   

   

  GEDE PRAMANA, ST.,MT 
NIP. 19680531 199703 1 002 

 
 

 

Keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Gubernur Bali di Denpasar (Sebagai laporan). 

2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar. 
3. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar. 
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali                    

di Denpasar. 
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali  

di Denpasar. 
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar.  

( 3 eksemplar) 

7. Yang bersangkutan. 
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